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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok 

masyarakat di Indonesia, tidak hanya dikonsumsi oleh orang tua saja, 

remaja atau bahkan anak-anak juga ikut mengkonsumsi rokok tersebut. 

Hal ini bermakna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin 

serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit 

dan gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu 

sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok/perokok 

pasif. 

Pemerintah telah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi 

dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi 

dampak dari bahaya rokok tersebut diantaranya melalui Undang- 

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam pasal 115 

ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan 

kawasan tanpa rokok (KTR) di daerahnya. Kawasan Tanpa Rokok yaitu 

ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau 

kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, serta mempromosikan 

produk tembakau. Sementara merokok adalah kegiatan membakar 

rokok atau menghirup asap rokok. 

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung 

kurang lebih 4000 bahan kimia, dimana 200 diantaranya beracun dan 

43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh kita sehingga 

apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi 
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perokok itu sendiri serta orang lain disekitarnya yang bukan perokok. 

Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya 

menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap 

kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial serta 

ekonomi di Indonesia (Fernando & Marom, 2016). 

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan, yang mewajibkan seluruh daerah yang ada dalam wilayah 

Indonesia menetapkan kawasan tanpa asap rokok. Untuk 

menindaklanjuti perintah Undang-undang tersebut maka, Pemerintah 

Kabupaten Luwu Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 

2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Luwu Timur. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Luwu Timur, bukan berarti masyarakat yang 

berada di Luwu Timur dilarang untuk merokok melainkan diatur tempat- 

tempat yang boleh dan tidak untuk melakukan aktivitas yang dapat 

mengakibatkan banyak penyakit itu, dengan Perda tersebut diharapkan 

masyarakat dapat jaminan untuk memperoleh udara bersih dan sehat. 

Pada Peraturan Daerah tersebut dalam pasal 4 ayat 1 terdapat 

pengaturan tentang lokasi yang dilarang untuk merokok diantaranya 

yaitu Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, 

tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja 

dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Berdasarkan 

tempat yang ditetapkan tersebut hampir semua meliputi aktivitas kita 

setiap hari. sehingga Perda tersebut memuat hal diantaranya yaitu, 

setiap kawasan tanpa rokok dapat dibuatkan tempat khusus merokok 
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sehingga orang yang merokok dapat merokok di tempat khusus yang 

telah ditetapkan. Namun dinamika yang terjadi masih ada saja orang 

yang merokok di sembarang tempat termasuk di Kantor DPRD Luwu 

Timur. 

Gambar 1 
Pengunjung yang merokok di area Kantor DPRD 

 

Sumber : Data Primer Peneliti 
 

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa masih ada orang yang 

merokok di area Kantor DPRD Luwu Timur, yang seharusnya tempat 

tersebut masuk sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Kantor DPRD Luwu 

Timur merupakan erea yang dilarang untuk merokok, masyarakat 

maupun pegawai, organisasi serta lembaga yang berkunjung ke Kantor 

DPRD dilarang untuk merokok di kawasan tanpa rokok.    
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Gambar .2 

Kondisi ruangan yang terdapat puntung, bungkus dan asbak rokok 

Sumber : Data Sekunder Kantor DPRD Luwu Timur 
 

Pada Gambar 2, merupakan kondisi dimana terdapat puntung, 

bungkus dan asbak rokok di salah satu ruangan yang ada di Kantor 

DPRD Luwu Timur. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan 

Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang KTR pada pasal 4 ayat 1 terdapat 

pengaturan tentang lokasi yang dilarang untuk merokok diantaranya 

yaitu Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, 

tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja 

dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. 

DPRD adalah lembaga perwakilan di daerah tempat masyarakat 

untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat banyak berkumpul dan 

berinteraksi di DPRD yang memungkinkan ada yang merokok di 

sembarang tempat. Selain itu fungsi pengawasan merupakan fungsi 

DPRD yang bertujuan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar- 

benar dijalankan. Sehingga ini menjadi pertimbangan dipilihnya DPRD 

Luwu Timur sebagai lokasi penelitian. 
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Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

belum berjalan maksimal dalam penerapannya, pasalnya tingginya 

jumlah pecandu rokok yang akan menjadi kesulitan tersendiri, faktor 

kurangnya pengawasan yang dilakukan guna melaksanakan peraturan 

tentang KTR serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

bahaya rokok. 

Tabel 1 
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengawasan KTR 

 

 

No 
 

Kecamatan 
Sosialisasi 
(kali/kec) 

Pengawasan 
(kali/kec) 

1 Burau 2 2 

2 Wotu 2 2 

3 Tomoni 
2 2 

4 Tomoni Timur 
2 2 

5 Mangkutana 2 2 

6 Kalaena 2 2 

7 Angkona 
2 2 

8 Malili 
2 2 

9 Wasuponda 2 2 

10 Nuha 
2 2 

11 Towuti 
2 2 

Sumber : Data Satpol PP Luwu Timur 
 

Pada tabel 1 diatas menunjukan bahwa telah dilakukan 

sosialisasi dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan 

sebanyak 2 kali setiap Kecamatan oleh pihak Satpol PP Luwu Timur. 

Pihak Satpol PP melalui Bidang Penegakan melakukan pengawasan 

secara langsung di setiap Kecamatan, dari hasil pengawasan tersebut 

Satpol PP masih menemukan masyarakat dan atau Aparat yang 

merokok di area KTR, Satpol PP mengambil tindakan dengan 

memberikan teguran langsung secara lisan kepada pelanggar. 

Implementasi yang baik tentunya akan berdampak pada 

kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
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langkah-langkah terkait pengamanan rokok bagi kesehatan, 

diantaranya yaitu melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok. 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sangat perlu diselenggarakan di 

fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat 

anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat 

umum dan tempat lainnya yang telah ditetapkan serta menjadi 

kewajiban asasi bagi kita semua terutama para pimpinan atau penentu 

kebijakan di tempat tersebut untuk mewujudkannya. 

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya anggaran 

diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. 

Sumber daya anggaran dapat mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia dan 

penggerakan sumber daya manusia menjadi peranan yang terpenting 

dalam sebuah implementasi. Setiap implementasi kebijakan, sumber 

daya manusia menjadi sasaran implementasi itu sendiri. Dukungan 

sarana prasarana menjadi faktor penting dalam implementasi 

pelayanan kesehatan (Marchel, 2019) 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis meratertarik 

untuk mencoba menganalisis hal tersebut dengan judul : “ Implementasi 

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor DPRD Luwu Timur“. 

B. Rumusan masalah 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak dibahas 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana 

implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor DPRD Luwu 

Timur?. 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan kawasan 

tanpa rokok di Kantor DPRD Luwu Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

 

a. Diharapkan dapat berguna Bagi Penulis untuk menambah 

pengetahuan. 

b. Diharapkan dapat Menjadi pedoman dan bahan masukan bagi 

Penelitian Selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten 

Luwu Timur tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten 

Luwu Timur. 




